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Media Radar

Sepanjang Tak Ada
Aturan Melarang,
Kenapa Tidak?

PEMANFAATAN danais untuk me-
nyelesaikan permasalahan sampah,
belakangan mencuat di publik. Total
danais di DIJ tahun ini diketahui se-
besar Rp 1,3 triliun. Tujuannya se-
cara garis besar untuk menyejahter-
akan masyarakat Jogjakarta.

Dosen Departemen Administrasi
Publik Universitas Negeri Yogyakar-
ta(UNY) Kurnia Nur Fitriana meni-
laj, dalam konteks kebijakan publik,
sebetulnya lebih netral. Artinya da-
lam kebijakan dibutuhkan anggaran,
namun tidak melihat dana secara
subjektif dari mana asalnya «

» Baca Sepanjang... Hal C

ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA

ASAL BUANG: Pengendara motor melintas di samping tumpukan sampah yang dibuang
sembarangan di kawasan Jalan Kusbini, Kota Jogja (28/8).
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Sepanjang Tak Ada Aturan Melarang, Kenapa Tidak?

Sambungan dari hal 1

"Kalau ada potensi angga-
ran yang dimiliki pemerin-
tah dan memang ada pelu-
ang untuk mengoptimalkan
capaian, kebermanfaatan
jangka panjang, menurut
saya tidak ada salahnya,”
jelas Kurnia kemarin (30/8).

Dikatakan, anggaran pada
sektor publik sebaiknya di-
gunakan secara produktif
dan jangan konsumtif. Sejauh
ini anggaran publik dibaca

sebatas anggaran konsumtif

pembiyaaan untuk menge-
jar target serapan anggaran.

Termasuk tujuan adminis-
tratif, namun tidak sepe-
nuhnya efektif menyelesai-
kan masdlah publik.

Dalam hal ini, masalah
sampah tergolong sangat
mendesak. Sejauh ini peme-
rintah daerah ingin agar
masyarakat bisa mengelola
secara mandiri. Namun se-
lama ini sudah telanjur ke-
tergantungan terhadap TPST
Piyungan, sehingga perlu
diberikan edukasi secara
serius.

"Bisa ditindaklanjuti de-
ngan menginisiasi program-
program pemberdayaan

masyarakat untuk menyele-
saikan masalah,” tambahnya.

Soal penggunaan danais
untuk mengurai permasa-
lahan sampah apakah me-
langgar aturan atau tidak,
menurutnya, dikembalikan
kepada konteks kebijakan
tersebut. Perlu dilihat apa
yang menjadi dasar hukum
dan kebijakannya.

Lalu, mengapa Undang-
Undang Keistimewaan dan
Danais itu diadakan. "Nah,
itu harus dibaca dan dicer-
mati kembali. Kalau memang
tidak ada kebijakan lain atau
aturan yang melarang, me-

nurut saya tidak masalah,’
ujarnya.

Kurnia mengarisbawahi
dalam implementasi kebi-
jakan tidak boleh melanggar
hal yang lebih tinggi. Ter-
masuk melanggar konstitusi
dan peraturan perundangan
yang berlaku. Maka perlu
di-breakdown secara cermat
terlebih dahulu.

"Boleh tidaknya tergantung
pada aturannya, ada yang
mengatur tidak. Selama tidak
melanggar itu bisa jadi lan-
dasan-harus ada. Basis ke-
bijakan yanglain juga,” tan-
dasnya. (lan/laz/fj/by)
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